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KEBIJAKSANAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN PENATAAN RUANG
Olch : H. Firman Freaddy Busroh, SH, M. Hum'

Abstrak

Pemegang hak atas tanah wajib menggunakan dan memanfaatkan ianah scsuai dengan Rencana
Tata Ruang wilayah serta memelihara dan mencegah kerusakan tanah vang secara langsung maupun
tidak langsung dapat menimbulkan perubahan terhadap sifat fisik atan hayatinya, ha! tersebut harus
dilakukan sebagai upaya untuk melindungi fungsi tanah, missloyva kemampuan tanah terhadap
tekanan perubahan atau dampak negative vang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu
mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya seperti upaya pemulihan kembali
tanah yang rusak, upaya komservasi tanah pertanian, upaya rchabilitasi tanah bekas galian
pertambangan, dan scbagainya.

Kata Kunci: Lingkungen Hidup; Tata Ruang

Abstraet
Land rights holders are required to use and utilize the land in accordance with the Spatial Plan for
the area as well as maintaining and prevent damage to the land that directly or indirectly may
result in changes 1o the physical or biological properties, if should be done in an effort to protect
soil fumctions, such as the ability of the soil 1o pressure changes or negative impact caused by an
activity in order to remain able to support humans and viher living things like attempl recovery of
damaged land, agricultural land conservation, land rehabilitaiion efjorts excavated mining, and so

on.

Keywards: Environment; Spatial

A. Pendahuluan

Era globalisasi yang kita hadapi kiranya
telah membuat seluruh kosentrasi kehidupan
akan terpengaruh olch wujud tatanan dunia
yang sccara apriori tentu saja tidak sama de-
ngan yang sudah kita jalani sebelumnya. Da-
lam dunia bisnis, politik dan berbagai macam
aspek lainnya akan dituntut untuk menuju ke-
pada transparansi, efisicnsi dan certainty (ke-
pastian) sebagai tuntutan dari kegiatan yang
dijalankan di seluruh dunia yang akan tanpa
batas-batas dalam pengertian jangkauan sistem
informasi global, ideologi dan perckonomian.’

Terkait dengan kcbutuhan hidup sebagai
bagian dari kegiatan perckonomian secara
mikro maupun makro dalam pengertian ncgara
mau tidak mau harus memperhitungkan sua-
sana globalisasi tersebut. Tujuannya tidak lain
agar kita dapat menari selaras dengan irama
kalau globalisasi itu boleh sebut suatu orkestra

pengiring. Sebab kalau tidak kita akan terlihat
anch oleh pelaku-pelaku lain dalam irama glo-
balisasi dun:a ini.

Kebumuban hidup yang termasuk primer
bag kita adalah tanah. Bagaimana selanjuinya
hubungan kebutuban akan tanah tidak saja
bagi kita yang notabene tinggal di Indonesia
dan menjadi warga negara tidak menjadi masa-
lah yang rumit, namun disini adalah bahwa da-
lam suasana globalisasi ini tentu kita harus da-
pat mengantisipasi agar tidak scperti kejadian
yang kami uraikan dalam paragraf diatas.

Pengertian lingkungan hidup adalah ke-
satuan ruang dengan semua benda, daya, kea-
daan. dan makhluk hidup lermasuk manusia
dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsu-
ngan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai
suatu ekosistem terdiri atas berbagail subsis-
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tem, yang mempunyai aspek soasial, budaya,
ckonomi, dan geografi dengan corak ragam
yang berbeda yang mengakibatkan daya du-
kung dan daya tampung lingkungan hidup
yang berlainan, Keadaan vang demikian me-
merlukan pembinaan dan pengembangan ling-
kungan hidup yang didasarkan pada keadaan
daya dukung dan daya tampung lingkungan
hidup akan meningkatkan keselarasan, kesera-
sian, dan keseimbangan subsistem, yang ber-
arti juga meningkatkan ketahanan subsistem
it sendiri

Uniuk mewujudkan keselarasan, kesera-
sian, dan kescimbangan diperlukan pembinaan
dan pengmbangan subsistem yang samu akan
memengaruhi subsistem yang lain, yang pada
akhirnya akan memengaruhi ketahanan ekosis-
tem secara keseluruhan. Oleh karena itu, pe-
ngelolaan lingkungan hidup menuntut dikem-
bangkannya suatu sistem dengan keterpaduan
sehagai ciri utamanya, Dengan demikian, di-
periukan suatu kebijaksanaan nasional penge-
lolaan lingkungan hidup vang harus dilaksana-
kan secara taat asas dan konsckuen dari pusat
sampai daerah.

Lingkungan hidup mengandung makna
yang sangat luas dan tentunya tidak dapar dipi-
sahkan dan pengelolaan lingkungan hidup,
ckosistem, pelestarian fungsi lingkungan hi-
dup, daya dukung lingkungan hidup, pelesta-
rian dava dukung lingkungan hidup, daya tam-
pung lingkungan hidup, pelestarian daya tam-
pung lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup merupa-
kan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi
lingkungan hidup vang meliputi kebijaksana-
an, penaatan, pemanfaatan, pengembangan,
pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan
pengendalian lingkungan hidup.

Penataan diluksanakan pada arcal atau
lokasi vang penggunaan tanah aktual telah
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, pa-
da areal wilayah ini ditetapkan program de-
ngan berbagai pemberdavaan penguasaan,
penggunaan, dan pemanfaatan tanah.

B, Permasalahan

Bagaimana pendekatan  sistem  dalam
kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup
dan penataan ruang di Indonesia?
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C. Pembahasan

Sistemn dapat diartikan sebagai gabungan
sub-sub system vang saling berkaitan. Orga-
nisasi sebagal suatu system akan dipandang
secara keseluruhan, terdin dari bagian-bagian
yang berkaitan {sub system) dan system / orga-
nisasi terschbut akan berinterakst dengan ling-
kungan. Pandangan vang menyeluruh sema-
cam itu akan lebih bermanfast dibandingkan
dengan pandangan yang terisolasi.

Tahapan pemecahan masalah dengan
menggunakan pendekatan system:

B Mengenal sistom lingkungan,

b. Mengidentifikasi subsistern lingku-
ngai.

¢. Memandang lingkungan sebagai suatu
sistern.

Dalam kaitannya denganpPemnanfaatan
tanah aktual dalam rencana tata guna tanah da-
pat dilengkapi dengan klasifikasi wilayah ber-
dasarkan pembagian kawasan fungsional de-
ngan dikenal, yaitu schagai berikut.

l. Subwilayah lindung wilayah yang terma-
suk dalam kategor ini adalah wilavah yang
tidak bisa dimutasikan, yang pada umum-
nya tanahnya berstatus tanah negara.
Tindakan-tindakan vang dilaksanakan ter-
hadap subwilayah lindung adalah:

8. Tahapan untuk pembangunan peruma-
han dan lain-lain yang sifamya nonlin-
dung;

b. Semua subwilayah tersebut harus dija-
dikan hutan lindung:

c. Apabila didalam subwilayah tersebut
dalam enclove (daerah kantong/areal
kantong) pemilikan seseorang, akan sc-
gera dibebaskan olch Departemen Ke-
hutanan dan dijadikan hutan lindung,

d. Jika ada tanah-tanah dengan hak guna
usaha, akan ditunggu sampai hak guna
usahanya berakhir kemudian dijadikan
tanah negara dan dihutanlindunghkan
schingga mencapai konscrvasi secara
mutlak.

2. Subwilayah penyangga pada umumnya
adalah tanah negara pelaksanaannya dapat
dilaksanakan sebagu berikut.

a, Pada wmumnya digunakan untuk per-
kebunan dengan hak guna usaha, Ma-
ka, tidak diperkenankan ada konversi
menjadi nonperkebunan,

b. Tanah negara di wilayah ini tidak boleh
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dimutaskan menjach tanah milik. Tanah

tersehut harus diperuntukan bagi areal

perkebunan atau hutan produksi,

¢. Unmk ranah-tanah yang sudah bersta-
s hak milik, dapat dibangun dengan
perkebunan, tetapi dengan syarat-syarat
yang sangal ketal dengan memerhati-
kan faktor-faktor lingkungan,

d. Jika sudah terlanjur ada bangunan yang
tidak sesuai dengan persvaratan ketat
tersebut, tdak bolch diperluas, secara
berangsur-angsur harus diubah dan di-
sesuaikan,

Subwilayih budi daya pertanian pada

umnumnya berstatus tanah hak milik. Tin-

dakan-tindakan vang dilaksanakan sebagal
herikut:

a, Agar dipertahankan untuk pertanian,
lehih-lebih jika famahnya subur dan
beririgasi teknik.

b. Walaupun ada konservasi penggunazn
tanah, bangunan yang bisa dibangun
hanya antara 10-20% dari luas tanah,

¢. Mutasi status pemilikan sangat longgar
atau tidak dibatasi, asal untuk pertani-
an.

d. Pengembangan di wilayah ini diarah-
kan,

4, Subwilayah budi daya nonpertanian
umumnya berstatus tanah hak milik dan
penggunaannnya bervariasi. Tindakan-tin-
dakan yang dilaksanakan adalah sebagai
berikut.

a. Pembangunan lebih dilonggarkan, asal-
kan memenuhi persyaratan penataan
wilayah dan aturan yang berlaku.

b. Mutasi kepemilikan tanah dibebaskan
dengan perundang-undangan yang ber-
laku,

Pengembangan suatuy pertumbuhan dari
beberapa pusat (titik tumbuh) dan titk tumbuh
tersebut mempunyai kekuatan tumbuh yang
berbeda-beda. Tiap titik tumbuh terscbut dapat
berupa pusat perdagangan dan jasa, pemerin-
tahan, wisata, rekreasi dan hiburan, industry,
pusat fasilitas umum, dan lain-lain. Dengan
pola pengembangan ruang, kecamatan yang
demikian memberikan gambaran kecenderu-
ngan untuk lebih mengarah perkembangan fi-
sik.

Pemeliharaan merupakan bagian dan pe-
ngendalian yang penggunaan tanahnya dilak-

Firman F. Busrah

supakan moelsl keglatan  pomanthuan  dan
pemberian pertimbatsan s guna tanah, Ko-
giatan ini dilakikan dalam mngha pengawasan
dan cvalvasi pemantouss peliksdnaan peman-
faatan tanat serts kescsusisnnyva dengan kebi-
jaksanaan pengelolasn tata puns tanah dan ren-
cana tats rusng wilmyah. Pemeliharaan tanah
termasuk menpnmbah kesuburannya seria men-
cegah - kerusakannyn mervpakan  kewajiban
tap-tigp omng badan hukum atay instansi
yang mempuiya aubungsn nukum dengan ta-
nah itu denpan memerhatiknn pikak ekonomus
lemah.

Pemuliban ndaiah mengembalikan tansh-
tanah yang rusak. yang dapat dilakukan mela-
lui rekavasa reknis. Pemulihon i merupakan
suatu kegsmn ks pengadaan bangunan
atau kegiatan ponmsan dan pengelolaan fistk
manah di Tapaneon, baik di otas atau di baweh
permukaan tznall atau kegintan budi daya ve-
getasi. Twjusnnye adalah onuk mengurangd
atan menisdakan dzva rusak air bujan ke per-
mukaan tanah don meminimalkan dava pengi-
kisan aliran permukaan (rue off) terhadap -
nah. Fungst, vt untuk mencegab kerusakan
sifal fisik dan sifat Kimig tiah serta memper-
besar infiltras) nir ke dalam tunsh sehingga ter-
dapat keseimbangan untara sir ving masuk ke
dalamn taneh don gir vang dimanfnastkan. Tata
cara dan mekunisme, vaitu denean melaksana-
kan rekavasa whknis melanis Unmik kegiatan
nonpertanian dan rekavazs teknis vegetative
untuk usahe porianian

Selain i, pengendalion tute nuang ada-
lah getiap kegiatan vang ditujukan untuk men-
jaga agar Kegiutan pemanfastan nuang dengan
atay tanpa bangunan, yang dilaksanakan sesua
dengan rencans 1l mang,

Pengawasan techadap begiatan pemanta-
atan ruang i lapangan, Techadap gejala pe-
nyimpangan darl rencana Jikenakan teguran-
teguran  dan  tindakan-tindukan  pembetulan
yvang diperlukan. Dari ketiga subkegiatan di
atas dalam wlizan o perlu diberikan pemba-
hasan vang mendalam lerhudap perencanaan
tata ruang schab perencanann ks ruang meni-
pakan tahap awal dan penitasn ruang. Peren-
canaan vang fidak baik akan sangat memeng.-
ruhi tujuan jangks panjang penataan ruang.

Pengenilalinn ini dapmt meliputi tahap
perizinan yang menyangkw masalah izin loke-
81, advis planning, izin mendinkan bangunan,
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dan izin perubahan penggunaan tanah.

Ekosistem adalah tatanan unsur linghu-
ngan hidup yang merupakan kesatuan uiuh
menyeluruh dan saling memengaruhi dalam
membentuk keseimbangan, stabilitas, dan pro-
duktivitas lingkungan hidup.

Pelestarian fungsi lingkungan hidup ada-
lah rangkaian upaya untuk memelihara kelang-
sungan daya dukung dan daya tampung ling-
kungan hidup.

Daya dukung lingkungan hidup adalah
kemampuan lingkungan hidup untuk mendu-
kung perikehidupan manusia dan makhluk hi-
dup lain. Pelestarian daya dukung lingkungan
hidup adalah rangkaian upaya untuk melindu-
ngi kemampuan lingkungan hidup terhadap te-
kanan perubahan dan/mtau dampak negaufl
yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar te-
tap mampu mendukung perikehidupan manu-
sia dan makhluk hidup lain. Daya tampung
lingkungan hidup adalah kemampuoan lingku-
ngan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/
atau komponen lain vang masuk atan dimasuk-
kan k¢ dalamnyva dan Pelestarian daya tam-
pung lingkungan hidup adalah rangkaian vpa-
ya untuk melindungi kemampuan lingkungan
hidup untuk menyerap zat, encrgy, dan/atau
komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

Memang terasa agak terlambat mema-
sukkan konscp lingkungan hidup kepada hu-
kum lingkungan Indonesia. Hukum lingku-
ngan merupakan bidang ilmu yang masih mu-
da dan perkembangannya baru terjadi pada dua
dasawarsa akhir ini. Apabila dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang mengatug
berbagai aspek lingkungan, panjang atan pen-
deknya sejarah tentang peraturan tersebut ter-
gantung dari apa vang dipandang sebagai envi-
ronmental concern,

Penatagunnan tanah pada dasamya bera-
saskan kepada keterpaduan, berdayaguna dan
berhasil guna, scrasi, sclaras, seimbang, berke-
lanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan,
dan perlindungan hukum. Disamping itu, pe-
natagunaan tanah jugs mempunyai tujuan un-
tuk:

1. Mengatur penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah bagi berbagai kebu-
tuhan kegiatan pembangunan yang se-
suai dengan rencana tata ruang wila-
yah;

2. Mewujudkan penguasaan, penggunaan

dan pemanfaatan tanah agar sesuai de-
ngan arahan fungsi kawasan dalam ren-
cana tata ruang wilayah;

3. Mewujudkan tertib pertanahan yang
melipuli penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah termasuk pemeliha-
raan tanah serta pengendslian peman-
faatan tangh;

4. Menjamin kepastian hukum untuk me-
nguasni, menggunekan dan memanfaat-
kan tanah bagi masyarakat yang mem-
punyai hubungan hukum dengan tanah
sesuai dengan rencana fata ruang wi-
luyah,

Dalam pokok-pokok penatagunaan ta-
nah, pemanfaatan ruang dikembangkan dengan
cara penatagunasn tanah yang disebut juga
pola pengelolaan tam guna tanah. Penatagu-
naan tanah tersehut merupakan kegiatan di bi-
dang pertanshan di kawasan lindung dan ka-
wasan budaya melalui kebijakan penatagunaan
tanah dan penyelengaraan penatagungan tanah
yang dilaksanakan berdasarkan rencana dan
jangka waktu yang ielah ditetapkan dalam ren-
cana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang
menjadi pedoman bagi pemerintah daerah un-
tuk menetapkan lokasi kegiatan pembangunan
dalam memanfaatkan ruang serta dalam me-
nyusun program pembangunan yang berkaitan
dengan pemanfaatan ruang di daerah tersebut
sekaligus menjadi dusar dalam pemberian re-
komendasi pengarahan pemanfaatan ruang.

Kebijakan penatagunaan tanah sebagai-
mana dimaksud di atas diselenggarakan terha-
dap bidang-bidang tanah yang mempunyai
hak, baik terdaftar maupun belum, terhadap ta-
nah negara, dan tanah ulayat masyarakat hu-
kum adat sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  Pemanfantan dan
penggunaan tanah tersebut harus sesuai de-
ngan rencana tata ruang wilayah yang peneta-
pannya tidak memengaruhi status hubungan
hukum atas tanah, sedangkan kesesuaian peng-
gunaan dan pemanfaatannya ditentukan berda-
sarkan pedoman standar, dan criteria teknis
yang ditctapkan pemerintah dan dijabarkan le-
bih lanjut olch pemerinieh kabupaten/kota se-
suai dengan kondisi wilavehnya masing-ma-
sing schingga penggunaan tanah vang tidak
sesual dengan rencana tata ruang wilayah tidak
dapat diperluas, dikembangkan dan ditigkat-
kan penggunaannya. Sebagai contoh adalah
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perluasan industry di dalam kawasan pertanian
lahan basah (beririgasi teknis), di mana wujud
kepiatan secars alami maupun buatan yang
telah ada tidak sesuai dengan peruntukannya.

Kegiatan di bidang pertzhanan merupa-
kan satu kesatuan dalam siklus agrarian vang
udak dapat dipisahkan, melipun pengaturan
penguasaan dan pemilikan tanah, penataguna-
an tanah, pengaturan hak-hak atas tanah serta
pendaftaran tanah. Penyelengarsannya melipu-
ti penetapan kegiatan penatagunsan tanah dan
pelaksanaan kegiatan penatagunaan tanah. Pe-
netapan kegiatan penatagunaan tanah dilaku-
kan dengan inventarisasi penguasaan, penggu-
naan, dan pemanfaatan tanah, penempan pola
penyesuaian penguasaan, penggunaan dan pe-
manfaatan tanah rencana tata moang wilayah
serta kajian kondisi fisik wilayah, selain men-
jadi bahan utama dalam rangka penyusunan
pola pengelolaan penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah, hasil inventarisasi yang
disajikan dalam peta dengan tingkat ketelitian
berskala lebih besar dan peta rencana tata
ruang wilayah yang dikelola dalam suatu sis-
tem informasi manajemen pertahanan antarn
lain melalui sistem informasi penatagunaan -
nah.

Oleh karena itu, pemegang hak atas ta-
nah wajib menggunakan dan memanfaatkan
tansh untuk sesuai dengan Rencana Tata Ru-
ang wilayah serta memelihara dan mencegah
kerusakan tanah yang sccara langsung mavpun
tidak langsung dapat menimbulkan perubshan
terhadap sifat fisik atau hayatinva, hal tersebut
harus dilakukan sebagai upaya untuk melindu-
ngi fungsi tanah, misalnya kemampuan tanah
terhadap tekanan perubahan atau dampak ne-
gatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan
agar tetap mampu mendukung perikehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya seperti
upaya pemulihan kembali tanah yang rusak,
upava konservasi tanah pertanian, upaya rcha-
bilitasi tanah bekas galian pertambangan, dan
sehagainya.

Firman F. Busroh

Terhadap tansh-tanah yang termasuk di
dalam kebijakan penatagunuan tanah sebagai-
mana disebutkan di atas, harus dilaksanakan
penyelesaian  administrasi pertahanan  ketika
pars pemegang hak atas tanah atau koasanya
memenuhi syarat-syarat menggunakan dan
memanfaatkan tanahnya sesuai dengan renca-
na tata mang wilayoh, Syarat-syarat tersebut
antara lain: pemindaban hak, peralihan hak,
peningkatan hak, penggabungan, dan pemisa-
han hak atas tanah. Svarat-syarat tersebut di-
maksudkan untuk menciptakan penggunaan
dan pemanfaatan tanah yang lestari, optimal,
serasi, dan seimbeng (LOSS) di wilayah pede-
saan, serta Aman, Lestari, Lancar, dan Sehat
{ATLAS) di wilayah perkotaan. Sclan itu, pe-
megang hak atas tanah dalam penggunaan dan
pemanfaatan tanah wajib pula mengikuti per-
syaratan vang diatur dalam ketentuan peratu-
ran perundangan di antaranya pedoman teknis
penatagunaan tanah, persyaratan mendirikan,
persyaratan dalam Analisis Mengenai Dampak
Linglungan (AMDAL), persyaratan usaha,
dan ketentuan lainnya yang diatur dalam pera-
furan perundangan.

Dalam penggunaan dan pemanfaatan ta-
nah di kawasan lindung, pelaksanaannya tidak
boleh mengganggu fungsi alam, dan tidak bo-
leh mengubah beteng alam dan ckosistem ala-
mi. Selain itu, pemanfaatan tanah dalam kawa-
san lindung dapat juga ditingkatkan untuk ke-
pentingan pendidikan, penelitian dan pengem-
bangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sela-
ma tidak mengganggu fungsi dari kawasan lin-
dung tersebut.

D. Penutup

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat
ditarik kesimpulan bahwa pendekatan sistem
merupakan cara pandang yang ideal dalam
menyelesaikan dan menyerasikan kebijaksa-
naan pengelolaan  lingkungan  hidup dan
penataan ruang di Indonesia.
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